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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63 TAHUN 2002
TENTANG
HUTAN KOTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Undang-undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Hutan Kota;

1.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana
telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang
Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2034);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3419);

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan
United Nations Framework Convention on Climate Change
(Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa
mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3557);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3699);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara
Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3660);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3721);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana
Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4207);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HUTAN KOTA.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

NS Uk

10.
11.

12.

13.

14.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber
daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam
lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang
kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun
tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
Wilayah perkotaan merupakan pusat-pusat permukiman yang berperan di dalam
suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa
atau suatu bentuk ciri kehidupan kota.

Kota adalah wilayah perkotaan yang berstatus daerah otonom.

Tanah negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

Tanah hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah.

Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik
direncanakan maupun tidak.

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang,

Termasuk masyarakat hukum adat atau Badan Hukum.

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom
yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Peraturan
Daerah Provinsi untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang
kehutanan.

Bagian Kedua
Tujuan dan Fungsi

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian dan
keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan



budaya.

Pasal 3
Fungsi hutan kota adalah untuk:
a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
b meresapkan air;
C. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
d mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

BAB Il
PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1)  Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, di setiap wilayah
perkotaan ditetapkan kawasan tertentu dalam rangka penyelenggaraan hutan

kota.
(2)  Penyelenggaraan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a. penunjukan;
b. pembangunan;
C. penetapan; dan
d pengelolaan.

Bagian Kedua
Penunjukan

Pasal 5

(1) Penunjukan hutan kota terdiri dari:

a. penunjukan lokasi hutan kota; dan
b. penunjukan luas hutan kota.

(2)  Penunjukan lokasi dan luas hutan kota dilakukan oleh Walikota atau Bupati
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan.

(3)  Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, penunjukan lokasi dan luas hutan
kota dilakukan oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.



Pasal 6

Lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian dari Ruang
Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan.

(1)

Pasal 7

Lokasi yang ditunjuk sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dan Pasal 6 dapat berada pada tanah negara atau tanah hak.

Terhadap tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi hutan kota diberikan
kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang
berlaku.

Pasal 8

Penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dan Pasal 6 didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

a. luas wilayah;
b. jumlah penduduk;
C. tingkat pencemaran; dan

d. kondisi fisik kota.

Luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 (dua
puluh lima per seratus) hektar.

Persentase luas hutan kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari wilayah
perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat.

Pasal 9
Pedoman, kriteria dan standar penunjukan hutan kota diatur oleh Menteri.
Tata cara penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Pembangunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Pembangunan hutan kota dilakukan berdasarkan penunjukan lokasi dan luas
hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.



